BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ |(J§/ /BPKAD TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang

Mengingat

BUPATI BUNGO,

. bahwa alasan yang dikemukakan sebagai dasar usulan

Bendahara Penerimaan sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Bungo Nomor 900/836/Dikbud
dapat dipertimbangkan, sehingga perlu menetapkan pergantian
Bendahara Penerimaan dimaksud dengan Keputusan Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat [I Tanjung
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 27585);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang

Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali
diubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonwsia Tahun
2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesian Nomor 6841);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5897);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan
dan Barang Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Bungo Tahun 2016 Nomor 5), Sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5
tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022
Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun
2021 Nomor 2);

13.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun
2023 Nomor 4);

14.Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Bagan Struktur Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo (Berita
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 50);

15.Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun
2024 Nomor 35);

Memperhatikan. .. . 3



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

23-

Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
900/836/Dikbud tanggal 03 Juni 2024 Perihal Pengusulan Nama
Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024.

Menunjuk Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024, sebagai
berikut:

Nama : ISKANDAR
Nip + 198307232010011007
Jabatan : Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU mempunyai tugas dan Kkewajiban mengacu dan
berpedoman  kepada Keputusan Bupati Bungo Nomor
100.3.3.2/7/ BPKAD Tahun 2024 tentang Penetapan Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024.

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Nomor Urut 17,
dalam Lampiran | Keputusan Bupati Bungo Nomor
100.3:3.2 /7/BPKAD Tahun 2024 tentang Penetapan Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 77 Jui. 2024
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